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Abstract

The development of artificial intelligence (AI) presents significant opportunities for
economic transformation, enhanced public services, and improved bureaucratic efficiency,
but also poses serious challenges to human rights protection, including potential privacy
violations, algorithmic discrimination, and inadequate legal accountability. In the context of
national law, the urgency of Al regulation is growing increasingly important, given that
Indonesia is still in the early stages of developing a legal framework capable of balancing the
need for innovation with the protection of citizens’ fundamental rights. This study aims to
analyze the urgency and direction of artificial intelligence regulation in Indonesia from a
national legal perspective, focusing on the balance between encouraging innovation and
guaranteeing human rights. The method used is normative juridical research with a
legislative and conceptual approach, as well as an analysis of Al regulatory practices in
several countries as comparative material. The results show that Al regulation in Indonesia
is still partial, spread across a number of sectoral laws, and does not yet provide a
comprehensive legal framework. Existing regulations emphasize aspects of personal data
protection and cybersecurity, while aspects of ethics, algorithmic accountability, and the
legal responsibilities of Al developers and users are still minimally regulated. Comparisons
with the European Union’s Artificial Intelligence Act and Al ethics frameworks in other
countries underscore the need for specific regulations that are adaptive, pro-innovation, and
grounded in human rights principles. In conclusion, Indonesia needs holistic Al regulations
to prevent potential human rights violations and foster a globally competitive innovation
ecosystem.

Keywords: Artificial Intelligence Regulation; National Law; Innovation; Human Rights;
Algorithmic Accountability

Abstrak

Perkembangan kecerdasan buatan (Al) membawa peluang besar dalam transformasi
ekonomi, pelayanan publik, dan efisiensi birokrasi, namun juga menimbulkan tantangan
serius terhadap perlindungan hak asasi manusia, seperti potensi pelanggaran privasi,
diskriminasi algoritmik, dan lemahnya akuntabilitas hukum. Dalam konteks hukum
nasional, urgensi regulasi Al menjadi semakin penting mengingat Indonesia masih berada
pada tahap awal penyusunan kerangka hukum yang mampu menyeimbangkan kebutuhan
inovasi dengan perlindungan hak dasar warga negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis
urgensi dan arah regulasi kecerdasan buatan di Indonesia dalam perspektif hukum nasional
dengan fokus pada keseimbangan antara mendorong inovasi dan menjamin hak asasi
manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan
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perundang-undangan dan konseptual, serta analisis terhadap praktik regulasi Al di
beberapa negara sebagai bahan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi
Al di Indonesia masih bersifat parsial, tersebar pada sejumlah undang-undang sektoral, dan
belum memberikan payung hukum komprehensif. Regulasi yang ada lebih menekankan
aspek perlindungan data pribadi dan keamanan siber, sementara aspek etika, akuntabilitas
algoritmik, dan tanggung jawab hukum pengembang maupun pengguna Al masih minim
diatur. Perbandingan dengan regulasi Uni Eropa melalui Artificial Intelligence Act dan
kerangka etika Al di negara lain menegaskan perlunya penyusunan regulasi khusus yang
adaptif, pro-inovasi, sekaligus berlandaskan prinsip hak asasi manusia. Kesimpulannya,
Indonesia memerlukan regulasi Al yang holistik untuk mencegah potensi pelanggaran HAM
sekaligus mendorong ekosistem inovasi yang berdaya saing global.

Kata Kunci: Regulasi Kecerdasan Buatan; Hukum Nasional; Inovasi; Hak Asasi Manusia;
Akuntabilitas Algoritmik

Pendahuluan

Pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence/Al) semakin
berkembang pesat seiring transformasi digital yang melanda hampir seluruh sektor
kehidupan manusia. Teknologi ini membawa dampak signifikan terhadap cara
individu, institusi, dan negara mengelola informasi serta mengambil keputusan
strategis (Siregar, 2025). Al digunakan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi
industri, melainkan juga untuk memprediksi tren pasar, membantu proses
diagnostik kesehatan, mendukung sektor pendidikan, dan mengoptimalkan
pelayanan publik (Morley, Floridi, Kinsey, & Elhalal, 2020). Perkembangan tersebut
menunjukkan bahwa Al berpotensi menjadi pendorong utama inovasi nasional,
sekaligus menjadi salah satu instrumen penting untuk mewujudkan daya saing
bangsa di era global (Xu, Shieh, van Esch, & Ling, 2020). Namun, di balik potensi
besar tersebut, muncul tantangan serius terkait perlindungan hak asasi manusia,
privasi data, serta keadilan sosial yang menuntut perhatian mendalam dalam
kerangka hukum nasional.

Fenomena global menunjukkan bahwa penggunaan Al sering kali
menimbulkan implikasi etis dan sosial yang kompleks. Algoritma yang dirancang
untuk mendukung efisiensi terkadang menghasilkan bias diskriminatif, baik secara
rasial, gender, maupun status sosial (Harahap, Syahriza, & Faza, 2024). Beberapa
kasus di berbagai negara memperlihatkan bagaimana sistem rekrutmen berbasis Al
mendiskriminasi kelompok tertentu karena data pelatihan yang tidak seimbang
(Chen, 2023). Begitu pula dengan sistem pengenalan wajah yang terbukti memiliki
tingkat akurasi rendah terhadap individu dengan warna kulit gelap, sehingga
menimbulkan ketidakadilan dalam praktik penegakan hukum (Wang, Zhang, &
Deng, 2022). Fakta tersebut memperlihatkan bahwa tanpa regulasi yang memadai,
penerapan Al justru dapat melahirkan pelanggaran hak asasi manusia yang
seharusnya dilindungi negara.

Kondisi nasional juga menghadirkan dinamika serupa. Laporan Kementerian
Komunikasi dan Informatika (2024) menunjukkan Indonesia mengalami
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peningkatan signifikan adopsi teknologi berbasis Al terutama di sektor perbankan,
kesehatan, transportasi, serta layanan publik digital. Data Asosiasi Penyelenggara
Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2023 mencatat lebih dari 78 persen
perusahaan teknologi dalam negeri sudah mengintegrasikan sistem berbasis Al
untuk meningkatkan layanan konsumen. Namun, angka tersebut tidak diimbangi
oleh kerangka regulasi yang jelas dan menyeluruh. Instrumen hukum yang ada
masih tersebar dalam berbagai aturan sektoral, seperti perlindungan data pribadi,
perlindungan konsumen, serta ketentuan mengenai transaksi elektronik. Kondisi ini
menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi melemahkan perlindungan
masyarakat dari dampak negatif penggunaan Al

Kajian terdahulu mengenai regulasi kecerdasan buatan dalam perspektif
hukum nasional telah banyak dilakukan dengan penekanan yang beragam.
Penelitian oleh Kriebitz dan Lutge (2020) menyoroti perlunya regulasi etis dalam
penggunaan kecerdasan buatan untuk memastikan kepatuhan pada prinsip hak
asasi manusia, tetapi penelitian ini masih terbatas pada kerangka konseptual tanpa
penjabaran mekanisme normatif. Kajian oleh Rahman, Hajdud, dan Nathanael (2024)
menekankan pada perbandingan antara model regulasi Uni Eropa dengan kondisi di
Indonesia, yang menemukan adanya kesenjangan kesiapan infrastruktur hukum,
namun belum menyentuh aspek perlindungan individu secara detail. Penelitian oleh
Aldoseri, Al-Khalifa, dan Hamouda (2024) lebih berfokus pada peluang inovasi
digital berbasis kecerdasan buatan dalam sektor ekonomi, tetapi cenderung
mengabaikan potensi pelanggaran hak privasi.

Studi oleh Ye, Yan, Li, dan Jiang (2024) mengkaji regulasi perlindungan data
pribadi dalam kaitannya dengan algoritma kecerdasan buatan, tetapi masih berhenti
pada lingkup sektoral dan tidak mengintegrasikan dimensi hak asasi manusia secara
menyeluruh. Sementara itu, kajian oleh Fatima, Desouza, dan Dawson (2020)
menelaah urgensi pembentukan kebijakan nasional kecerdasan buatan, namun
lebih menekankan aspek kelembagaan dan tata kelola daripada keseimbangan
antara inovasi dan perlindungan hak asasi. Dari kelima kajian tersebut terlihat
adanya kesenjangan dalam integrasi analisis antara tuntutan pengembangan inovasi
kecerdasan buatan dengan kebutuhan perlindungan hak asasi manusia secara
komprehensif dalam kerangka hukum nasional. Hal inilah yang menegaskan
kebaruan penelitian ini, yakni menyoroti keseimbangan keduanya dengan
pendekatan normatif-analitis yang lebih integratif.

Berdasarkan Kkesenjangan tersebut, penelitian ini mengkaji: bagaimana
regulasi hukum nasional saat ini mengatur kecerdasan buatan, apa potensi
permasalahan yang muncul terkait pelanggaran hak asasi manusia, dan bagaimana
formulasi regulasi yang ideal untuk menyeimbangkan inovasi dengan perlindungan
hak individu? Tujuan penelitian ini adalah memberikan pemetaan menyeluruh
tentang kondisi regulasi kecerdasan buatan di Indonesia serta menawarkan model
normatif yang adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus responsif
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terhadap isu-isu hak asasi manusia. Argumen awal yang mendasari pentingnya
penelitian ini bahwa tanpa kerangka regulasi yang seimbang, inovasi kecerdasan
buatan dapat menjadi ancaman serius terhadap kebebasan sipil, privasi, dan
kesetaraan, sehingga hukum harus berperan aktif dalam menciptakan ruang aman
bagi pengembangan teknologi. Kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini
adalah memberikan landasan akademik dan praktis bagi pembuat kebijakan dalam
menyusun regulasi yang mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan
inovasi dengan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi hak asasi
manusia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Sumber data
penelitian berasal dari bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan
pemerintah, dan instrumen hukum internasional yang relevan, bahan hukum
sekunder berupa literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, jurnal hukum, dan
pendapat pakar, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang mendalam untuk
menelusuri, mengidentifikasi, dan menginterpretasi kerangka hukum nasional serta
kecenderungan global mengenai regulasi kecerdasan buatan. Analisis data
dilakukan dengan teknik deskriptif-analitis dan interpretatif, yaitu menafsirkan
norma hukum yang ada, membandingkan praktik regulasi di beberapa yurisdiksi,
serta mengkaji keterkaitan antara kebijakan inovasi teknologi dengan prinsip
perlindungan hak asasi manusia, sehingga menghasilkan sintesis yang mampu
menjawab kebutuhan keseimbangan regulasi secara komprehensif.

Hasil dan Pembahasan
Posisi Kecerdasan Buatan dalam Sistem Hukum Nasional

Kecerdasan buatan telah menjadi salah satu instrumen penting dalam
perkembangan teknologi global yang membawa pengaruh signifikan terhadap
sistem hukum nasional Indonesia (Kamila, 2025). Pemanfaatan kecerdasan buatan
tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi, melainkan juga merambah aspek sosial,
budaya, hingga tata kelola pemerintahan (Morley et al, 2020). Kehadiran
kecerdasan buatan menciptakan tantangan baru bagi sistem hukum yang
sebelumnya lebih menekankan pada regulasi konvensional (Vargas-Murillo, Pari-
Bedoya, Turriate-Guzman, Delgado-Chavez, & Sanchez-Paucar, 2024). Hukum positif
Indonesia belum sepenuhnya menyiapkan kerangka normatif yang komprehensif
untuk mengatur penggunaan teknologi ini. Akibatnya, terdapat kebutuhan
mendesak untuk mengidentifikasi kedudukan kecerdasan buatan dalam struktur
hukum agar keberadaannya selaras dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan
perlindungan hak asasi manusia (Hidayatuzzakia, Widyawati, & Martitah, 2024).
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Kerangka hukum Indonesia hingga saat ini masih mengacu pada beberapa
instrumen regulatif yang relevan meskipun belum secara eksplisit mengatur
kecerdasan buatan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
dapat dipandang sebagai dasar normatif awal yang bersentuhan dengan
pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. UU ITE memberikan landasan
hukum terkait penggunaan sistem elektronik, perlindungan integritas data, serta
keabsahan dokumen elektronik. Meskipun demikian, kecerdasan buatan memiliki
karakteristik yang lebih kompleks dibanding sekadar sistem informasi elektronik,
karena mencakup kemampuan analitik, pengambilan keputusan otomatis, serta
potensi otonomi yang dapat melampaui instruksi manusia (Haenlein & Kaplan,
2019). Hal tersebut menimbulkan pertanyaan hukum mengenai akuntabilitas,
tanggung jawab hukum, serta batasan etis yang belum sepenuhnya terjawab melalui
UU ITE.

Perlindungan data pribadi menjadi aspek fundamental lain yang
menunjukkan posisi kecerdasan buatan dalam sistem hukum Indonesia. Undang-
Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) hadir sebagai respon atas
meningkatnya kebutuhan regulasi privasi di tengah penggunaan teknologi digital,
termasuk kecerdasan buatan. Teknologi kecerdasan buatan pada hakikatnya
beroperasi melalui pengumpulan, pengolahan, serta analisis data berskala besar
yang berpotensi menyentuh ranah sensitif kehidupan pribadi masyarakat (Martin &
Zimmermann, 2024). UU PDP menekankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan
perlindungan kepentingan subjek data, sehingga dapat menjadi instrumen penting
dalam mengawal penggunaan kecerdasan buatan agar tidak menimbulkan praktik
diskriminasi, pelanggaran privasi, maupun penyalahgunaan data. Akan tetapi, ruang
lingkup UU PDP masih lebih fokus pada aspek perlindungan data dibanding
pengaturan spesifik terkait algoritma, transparansi sistem kecerdasan buatan, serta
mekanisme pengawasan teknologi otonom.

Hak asasi manusia merupakan dimensi fundamental yang mengaitkan
kecerdasan buatan dengan sistem hukum nasional. Prinsip penghormatan,
perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia harus menjadi landasan utama
dalam setiap inovasi hukum yang mengatur teknologi (Harahap, Siregar, Hasibuan,
& Yusuf, 2024). Kecerdasan buatan memiliki potensi ganda, yakni dapat
memperkuat pemenuhan hak asasi manusia melalui efisiensi pelayanan publik,
sistem kesehatan berbasis data, maupun penegakan hukum yang transparan, tetapi
juga berisiko mengancam kebebasan individu, kesetaraan, dan hak privasi (Kriebitz
& Lutge, 2020). Ketiadaan regulasi yang secara rinci mengatur prinsip etika
kecerdasan buatan dapat membuka ruang terjadinya pelanggaran hak, misalnya
dalam penggunaan sistem pengenalan wajah yang berpotensi mengarah pada
pengawasan massal.

Kekosongan hukum menjadi problematika nyata yang memperlihatkan
tantangan regulasi kecerdasan buatan di Indonesia. Belum terdapat undang-undang
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khusus yang mengatur secara komprehensif mengenai kedudukan kecerdasan
buatan, baik dalam aspek tanggung jawab hukum, mekanisme pertanggungjawaban
jika terjadi kerugian, maupun standar etika dalam pemanfaatannya (Kamila, 2025).
Sistem hukum Indonesia masih bersandar pada regulasi sektoral seperti UU ITE, UU
PDP, serta ketentuan perlindungan konsumen, yang semuanya belum sepenuhnya
mampu menjawab kompleksitas teknologi kecerdasan buatan. Kekosongan hukum
ini menimbulkan kerentanan, terutama terkait isu tanggung jawab jika kecerdasan
buatan menyebabkan kerugian yang tidak secara langsung dapat ditelusuri pada
perbuatan manusia.

Keterbatasan regulasi ini berdampak pada lemahnya kepastian hukum dalam
penggunaan kecerdasan buatan, khususnya di sektor publik dan komersial.
Ketidakjelasan aturan menimbulkan risiko terhadap kepastian investasi,
perlindungan konsumen, serta keadilan sosial. Regulasi parsial yang ada belum
mampu mengantisipasi perkembangan cepat teknologi, sementara sistem hukum
dituntut untuk adaptif terhadap dinamika tersebut (Djuraev et al., 2025). Hal ini
menunjukkan perlunya kerangka hukum baru yang lebih inklusif, partisipatif, dan
responsif terhadap perkembangan teknologi, tanpa mengabaikan prinsip dasar
negara hukum. Legislasi kecerdasan buatan idealnya tidak hanya mencakup aspek
teknis, tetapi juga menegaskan tanggung jawab etis, prinsip akuntabilitas, serta
mekanisme pengawasan independen yang dapat menjaga keseimbangan antara
inovasi dan perlindungan hak asasi.

Kedudukan kecerdasan buatan dalam sistem hukum Indonesia dapat
dipandang sebagai entitas yang saat ini masih berada dalam ruang transisi normatif.
Regulasi yang ada telah memberikan fondasi awal, tetapi belum mampu menutup
celah hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi. Kebutuhan terhadap
regulasi khusus yang mengatur kecerdasan buatan menjadi semakin mendesak
mengingat potensi teknologi ini yang dapat mendisrupsi berbagai aspek kehidupan
masyarakat. Pembentukan regulasi yang komprehensif harus mengintegrasikan
prinsip hukum nasional, perkembangan hukum internasional, serta kebutuhan
praktis masyarakat dalam menghadapi era digital. Dengan demikian, sistem hukum
Indonesia dapat memastikan bahwa kecerdasan buatan berkembang secara etis,
adil, dan sesuai dengan nilai dasar yang dianut bangsa, sekaligus menjawab
tantangan kekosongan hukum yang saat ini masih menjadi hambatan utama.

Tantangan Regulasi Kecerdasan Buatan terhadap Perlindungan Hak Asasi
Manusia

Diskriminasi algoritmik merupakan salah satu bentuk ancaman hak asasi
manusia yang paling menonjol. Algoritma yang dirancang untuk mengklasifikasi,
memprediksi, atau merekomendasikan keputusan dapat menyimpan bias
tersembunyi akibat data pelatihan yang tidak netral. Keberadaan bias ini berpotensi
memperkuat ketidakadilan struktural, misalnya dalam proses rekrutmen tenaga
kerja, akses pembiayaan, atau pemberian layanan publik (Zuiderveen Borgesius,
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2020). Algoritma yang digunakan perusahaan dalam merekrut karyawan, misalnya,
dapat lebih menguntungkan kelompok tertentu karena data historis yang digunakan
cenderung merepresentasikan dominasi kelompok mayoritas. Akibatnya, kelompok
minoritas mengalami diskriminasi terselubung meskipun prosesnya terlihat
objektif secara teknologi (Chen, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa kecerdasan
buatan dapat mereproduksi ketidaksetaraan sosial jika regulasi tidak menetapkan
prinsip transparansi, akuntabilitas, dan audit algoritmik.

Privasi menjadi isu penting lain yang berkaitan erat dengan penggunaan
kecerdasan buatan. Kemampuan teknologi ini dalam mengumpulkan, menganalisis,
dan menyimpan data pribadi dalam jumlah besar menimbulkan risiko serius
terhadap perlindungan data individu. Identitas, preferensi, hingga pola perilaku
seseorang dapat dipetakan secara rinci oleh algoritma yang digunakan oleh platform
digital. Tanpa regulasi yang jelas, data tersebut berpotensi disalahgunakan untuk
kepentingan komersial, politik, maupun kontrol sosial (Ye et al., 2024). Kasus
kebocoran data pribadi jutaan pengguna di Indonesia dalam beberapa tahun
terakhir menjadi peringatan keras mengenai rapuhnya perlindungan privasi di era
digital (Mangku, Yuliartini, Suastika, & Wirawan, 2021). Kehadiran Undang-Undang
Perlindungan Data Pribadi diharapkan mampu menegaskan hak warga atas kendali
penuh terhadap data pribadinya, namun implementasi yang lemah dapat
menyebabkan kecerdasan buatan tetap beroperasi tanpa mempertimbangkan
dimensi hak asasi manusia.

Kebebasan berekspresi juga menghadapi tantangan besar melalui penerapan
teknologi kecerdasan buatan. Sistem moderasi konten berbasis algoritma yang
diterapkan di berbagai platform media sosial sering kali menimbulkan kontroversi
karena melakukan penyaringan berlebihan terhadap ekspresi warganet (Gorwa,
Binns, & Katzenbach, 2020). Banyak kasus menunjukkan bahwa algoritma gagal
membedakan antara ujaran kebencian dengan kritik sah terhadap kebijakan
pemerintah (Kapil & Ekbal, 2020). Kondisi ini menimbulkan pembatasan terhadap
kebebasan berpendapat yang merupakan salah satu hak fundamental. Algoritma
yang dirancang tanpa sensitivitas terhadap konteks sosial, politik, dan budaya dapat
menjadi alat pembungkaman opini publik (Neumann, Kelm, & Dohle, 2021).
Regulasi seharusnya memberikan batasan yang tegas agar kebebasan berekspresi
tetap dilindungi sekaligus tetap menjaga ketertiban sosial serta mencegah
penyebaran informasi yang berbahaya.

Kasus penyalahgunaan kecerdasan buatan di Indonesia memperlihatkan
betapa rentannya sistem hukum menghadapi perkembangan teknologi yang cepat.
Praktik penggunaan teknologi pengenalan wajah di ruang publik tanpa persetujuan
dan mekanisme pengawasan independen menimbulkan kekhawatiran akan praktik
pengawasan massal yang melanggar privasi (Pramudito, 2025). Penggunaan
kecerdasan buatan dalam kampanye politik juga berpotensi menghasilkan
manipulasi opini publik melalui penyebaran disinformasi yang diperkuat dengan
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teknologi deepfake (Vaccari & Chadwick, 2020). Kondisi tersebut dapat merusak
kualitas demokrasi karena warga sulit membedakan antara informasi yang benar
dengan rekayasa digital. Ancaman ini menegaskan bahwa penyalahgunaan
kecerdasan buatan di Indonesia bukan hanya bersifat hipotetis, melainkan sudah
nyata terlihat dalam praktik sehari-hari.

Prinsip non-diskriminasi memiliki peran penting dalam merespons
tantangan regulasi kecerdasan buatan. Hak asasi manusia menegaskan bahwa setiap
individu berhak memperoleh perlakuan setara tanpa adanya diskriminasi
berdasarkan ras, agama, gender, maupun status sosial (Harahap et al., 2024).
Regulasi kecerdasan buatan seharusnya memastikan bahwa setiap algoritma yang
digunakan dalam pelayanan publik maupun sektor swasta telah melalui proses
evaluasi untuk menghindari bias. Transparansi dalam proses perancangan
algoritma dan keterlibatan publik dalam mengawasi penerapannya dapat menjadi
mekanisme pencegahan diskriminasi (Lepri, Oliver, Letouzé, Pentland, & Vinck,
2018). Dengan demikian, penerapan prinsip non-diskriminasi bukan sekadar
retorika, tetapi menjadi instrumen hukum yang konkret dalam memastikan keadilan
bagi semua pihak.

Keseluruhan analisis tersebut memperlihatkan bahwa regulasi kecerdasan
buatan di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memastikan
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Potensi
diskriminasi algoritmik, ancaman terhadap privasi, serta pembatasan kebebasan
berekspresi merupakan isu-isu krusial yang harus dijawab melalui kerangka hukum
yang komprehensif, adaptif, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Regulasi
tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendali, tetapi juga sebagai sarana
membangun kepercayaan publik terhadap teknologi baru. Keberhasilan Indonesia
dalam menghadapi tantangan ini akan menjadi penentu apakah kecerdasan buatan
berkembang sebagai kekuatan positif yang mendukung demokrasi dan keadilan,
atau justru menjadi instrumen yang memperlebar kesenjangan serta melemahkan
hak-hak dasar warga negara.

Strategi Regulasi untuk Menyeimbangkan Inovasi dan Perlindungan HAM
Prinsip hukum progresif dan responsif terhadap perkembangan teknologi
kecerdasan buatan menuntut adanya regulasi yang tidak hanya berfungsi sebagai
instrumen pengendalian, melainkan juga sebagai sarana pendorong perubahan
sosial menuju arah yang lebih adaptif dan humanis. Pemikiran hukum progresif yang
diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus melayani
manusia dan tidak kaku terikat oleh teks normatif (Rahardjo, 2010). Dalam konteks
kecerdasan buatan, pendekatan ini menjadi penting karena teknologi berkembang
jauh lebih cepat dibandingkan dengan proses pembentukan hukum. Regulasi yang
bersifat responsif tidak sekadar membatasi inovasi, tetapi justru mengarahkan agar
teknologi digunakan secara etis dengan tetap menghormati hak asasi manusia
(Wang, Wu, Zhou, & Fu, 2024). Perspektif ini menghadirkan pandangan bahwa
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hukum tidak boleh berhenti pada kepastian formal, melainkan harus bergerak
menuju kemanfaatan dan keadilan substantif.

Regulasi fleksibel menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong inovasi
sekaligus mengantisipasi risiko penyalahgunaan teknologi. Mekanisme hukum yang
terlalu rigid justru dapat menghambat perkembangan industri dan riset kecerdasan
buatan, karena pelaku inovasi membutuhkan ruang eksperimen dan adaptasi yang
cepat (Greenstein, 2022). Pendekatan regulasi berbasis prinsip fleksibilitas dapat
diwujudkan melalui penerapan soft law, kode etik, maupun pedoman teknis yang
lebih mudah disesuaikan dengan dinamika teknologi (Leenes et al, 2017).
Instrumen hukum tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab negara dalam
mengawasi, melainkan menempatkan regulasi sebagai pendamping yang bersifat
adaptif. Fleksibilitas ini juga mendorong terciptanya ekosistem inovasi yang
kondusif dengan tetap menegakkan standar etika yang melindungi kepentingan
publik.

Pendekatan regulasi yang terlalu ketat akan menciptakan hambatan masuk
bagi inovator lokal, sehingga menimbulkan ketergantungan terhadap produk global
yang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Yu & Zhang, 2022). Dengan
regulasi yang lentur, negara dapat memberi insentif pada riset dan pengembangan
kecerdasan buatan yang berorientasi pada kepentingan nasional, sekaligus
membangun daya saing di pasar global (Smuha, 2021). Strategi ini tidak berarti
mengabaikan aspek perlindungan hak asasi manusia, melainkan memastikan bahwa
nilai etis tetap menjadi fondasi dalam setiap proses inovasi. Konsep hukum progresif
mendukung pandangan ini dengan menempatkan hukum sebagai penggerak
transformasi sosial yang memberi ruang bagi teknologi, namun tetap berorientasi
pada nilai kemanusiaan .

Model tata kelola kecerdasan buatan berbasis risk-based approach menjadi
solusi regulasi yang dapat menjembatani antara kebutuhan inovasi dan
perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan berbasis risiko menekankan bahwa
regulasi harus proporsional dengan tingkat ancaman yang ditimbulkan oleh
teknologi. Inovasi dengan risiko rendah, seperti sistem rekomendasi hiburan atau
aplikasi produktivitas, tidak memerlukan pengawasan yang terlalu ketat (Collomb,
De Filippi, & Sok, 2019). Sebaliknya, teknologi berisiko tinggi seperti sistem
pengenalan wajah, algoritma prediktif dalam peradilan, atau aplikasi militer
berbasis kecerdasan buatan, membutuhkan regulasi ketat, mekanisme
akuntabilitas, serta transparansi yang lebih tinggi (Kaur, Krishan, Sharma, &
Kanchan, 2020). Proporsionalitas ini memastikan bahwa regulasi tidak menekan
kreativitas, namun tetap mampu melindungi hak-hak fundamental manusia.

Pendekatan berbasis risiko juga memungkinkan adanya diferensiasi regulasi
sesuai dengan konteks penggunaan teknologi. Tidak semua kecerdasan buatan
membawa ancaman yang sama terhadap hak asasi manusia, sehingga pendekatan
seragam berpotensi menghasilkan regulasi yang tidak efisien (Stahl, Brooks,
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Hatzakis, Santiago, & Wright, 2023). Dengan mengadopsi risk-based approach,
pembuat kebijakan dapat memfokuskan sumber daya pengawasan pada bidang
yang paling berpotensi menimbulkan pelanggaran hak, sambil tetap mendorong
pertumbuhan inovasi di sektor lain. Model ini sejalan dengan prinsip responsivitas
hukum, karena mampu menyesuaikan diri terhadap kompleksitas teknologi serta
kebutuhan masyarakat yang terus berubabh.

Strategi regulasi yang menggabungkan prinsip hukum progresif, fleksibilitas,
dan risk-based approach akan menciptakan ekosistem hukum yang seimbang antara
kepentingan inovasi dan perlindungan hak asasi manusia. Hukum tidak lagi
berfungsi sebagai penghalang inovasi, melainkan menjadi pemandu etis yang
mengarahkan perkembangan teknologi sesuai dengan nilai kemanusiaan. Regulasi
semacam ini juga menegaskan bahwa perlindungan hak tidak boleh dipandang
sebagai beban bagi pelaku inovasi, melainkan sebagai fondasi keberlanjutan
teknologi itu sendiri. Keseimbangan antara kepastian hukum, adaptabilitas, dan
perlindungan hak merupakan bentuk konkret dari hukum yang progresif dan
responsif terhadap realitas digital kontemporer.

Integrasi ketiga pendekatan tersebut akan meminimalisasi konflik antara
kepentingan industri, negara, dan masyarakat. Regulasi yang progresif mencegah
hukum terjebak dalam formalitas, regulasi fleksibel mendorong ekosistem inovasi
yang dinamis, sedangkan risk-based approach memastikan adanya perlindungan
hak asasi manusia yang proporsional. Sinergi ketiganya memberi arah baru bagi
pembangunan hukum nasional dalam menghadapi tantangan kecerdasan buatan,
sekaligus membuktikan bahwa hukum dapat berperan aktif sebagai instrumen
pembangunan yang humanis. Dengan demikian, regulasi kecerdasan buatan yang
berlandaskan strategi tersebut tidak hanya menyeimbangkan inovasi dan
perlindungan hak, tetapi juga menciptakan tata kelola teknologi yang berkeadilan,
adaptif, dan berorientasi pada kepentingan manusia.

Penutup

Regulasi kecerdasan buatan (AI) dalam perspektif hukum nasional
merupakan kebutuhan mendesak untuk memastikan keseimbangan antara
mendorong inovasi teknologi dan menjamin perlindungan hak asasi manusia. Hasil
pembahasan menunjukkan bahwa posisi Al dalam sistem hukum Indonesia masih
berada pada tataran implisit, tersebar dalam regulasi terkait ITE, perlindungan data
pribadi, serta kebijakan digital, namun belum memiliki kerangka hukum khusus
yang komprehensif. Tantangan utama yang muncul ialah potensi pelanggaran HAM
berupa diskriminasi algoritmik, pelanggaran privasi, dan penyalahgunaan data,
yang menuntut regulasi adaptif dan berbasis risiko. Secara teoritis, penelitian ini
memberikan kontribusi dalam memperluas diskursus hukum teknologi dengan
menempatkan HAM sebagai orientasi utama dalam pengaturan Al, sementara secara
praktis memberikan landasan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan aturan
yang progresif dan responsif. Keterbatasan penelitian terletak pada ruang lingkup
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kajian yang masih normatif-konseptual dan belum dilengkapi dengan data empiris
mengenai implementasi Al di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya
disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan empiris melalui studi kasus
konkret serta komparasi regulasi lintas negara, sehingga dapat menghasilkan model
tata kelola Al yang lebih aplikatif dan sesuai dengan konteks hukum nasional.
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